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BUPATI JAYAPURA 
PROVINSI PAPUA 

PERATURAN BUPATI JAYAPURA 

NOMOR 80 TAHUN 2024 

TENTANG 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN JAYAPURA  
TAHUN ANGGARAN 2023 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI JAYAPURA, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal  12  Peraturan 

Daerah Nomor 2 Tahun  2024  tentang Pertanggungjawaban  
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Jayapura  Tahun Anggaran 2023 perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Jayapura Tahun   Anggaran 2023; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang 
Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-

Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 

Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021        

Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6697); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004       

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

8.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6801); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi 

Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan/atau Dalam 
Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan 
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 

Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 

11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia            
Nomor 6757); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang 
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) 
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sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang 

Perubahan Kesembilan Belas  atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri 
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 

Nomor 15); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia        
Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Nomor 4021) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 104        
Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4165); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang 
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000        

Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 4022); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara  Nomor 4028); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata 
Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia           

Nomor 4488) sebagaimana telah diubah terakhir dengan  
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 

Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang 
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia   Nomor 6119); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia           

Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia            
Nomor 5340); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia            
Nomor 4616); 
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19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 
Penyelenggaraan  Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada 

Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia        
Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4693); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Pemerintah     Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 
Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor  5161); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6523); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia             

Nomor 6847); 

27. Peraturan Pemerintah 2 Tahun 2018 tentang Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6178); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang 

Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197); 

29. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6279); 

30. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran  Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

31. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019        

Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323); 

32. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang 
Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340); 

33. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang 

Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6883); 

34. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang 
Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909); 

35. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12        
Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden 
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 
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Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia          
Tahun 2021  Nomor 63); 

36. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 

Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82); 

37. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Percepatan 
Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi 
Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia        

Tahun 2019 Nomor 60); 

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana 

telah diubah dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 1447); 

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang  Pedoman 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 

41. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 11 Tahun 2017 
tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Kepala 
Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450); 

42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 
tentang  Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 
Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 

Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 1067); 

43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 

tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 
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44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972); 

46. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708        
Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi 
Pemuktahiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

47. Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 065-14 Tahun 
2024 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

Kabupaten Jayapura tentang Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati 
Kabupaten Jayapura tentang Penjabaran 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. 

48. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak 
Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah 

Kabupaten Jayapura Tahun 2011 Nomor 6); 

49. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Jayapura Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8       
Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura       
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah       
Nomor 69); 

50. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2012 
Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2017     
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 70); 

51. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi 

Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura      
Tahun 2012 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Nomor  4 Tahun 2017 tentang Retribusi 
Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura      
Tahun 2017  Nomor 4); 

 
52. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi 

Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura 

Tahun 2012 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Nomor  7 Tahun 2022 tentang Perubahan 
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Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang 

Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten 

Jayapura Tahun 2022 Nomor 7); 

53. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 
2016 Nomor 10), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Jayapura); 

54. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 7); 

55. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura     

Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Jayapura Tahun 2022 Nomor 12); 

56. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Jayapura Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 2); 

57. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023 
(Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2024 Nomor 
2); 

58. Peraturan Bupati Jayapura Nomor 176 Tahun 2022 tentang 
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023 
sebagaimana telah dirubah sesuai dengan Peraturan Bupati 
Nomor 72 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2023 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022    

Nomor 117). 
 

MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN 
JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2023. 

 
Pasal  1 

1 Pendapatan   

  
 

a. 
Pendapatan Asli 
Daerah 

Rp 
140.312.585.756,19  

b. Pendapatan Transfer Rp 1.298.329.210.681,00   
 

c. 
Lain-lain Pendapatan 
Daerah yang Sah 

Rp 0,00   

 
   Jumlah Pendapatan Rp 1.438.641.796.437,19 

2 Belanja     
 

a. Belanja Operasi     
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 1) Belanja Pegawai Rp 444.381.523.466,13   

 

 2) 
Belanja Barang 
dan Jasa 

Rp 489.636.659.873,93   

 
 3) Belanja Bunga Rp -   

 
 4) Belanja Hibah Rp 26.306.471.749,00   

 

 5) 
Belanja Bantuan 
Sosial 

Rp 1.237.000.000,00   

 

    Jumlah Belanja 
Operasi 

Rp 961.561.655.089,06 
 

b. Belanja Modal     
 

 1) 
Belanja Modal 
Tanah 

Rp 36.006.815.608,00   

 

 2) 
Belanja Modal 
Peralatan dan 
Mesin 

Rp 49.991.873.556,00   

 

 3) 
Belanja Modal 
Gedung dan 
Bangunan 

Rp 74.382.147.333,35   

 

 4) 
Belanja Modal 
Jalan, Jaringan, 
dan Irigasi 

Rp 128.898.700.777,68   

 

 5) 
Belanja Modal Aset 
Tetap Lainnya 

Rp 3.192.535.249,00   

 

 6) 
Belanja Modal Aset 
Lainnya 

Rp 300.000.000,00   

 

    Jumlah Belanja 
Modal 

Rp 292.772.072.524,03 
 

c. Belanja Tidak Terduga Rp 8.714.197.000,00 
  

 

    Jumlah Belanja Tidak 
Terduga 

Rp 8.714.197.000,00 
 

D Belanja Transfer     
 

  Belanja Bagi Hasil Rp 0,00   
 

  Belanja Bantuan 
Keuangan 

Rp 193.599.468.664,00   

 

    Jumlah Belanja 
Transfer 

Rp 193.599.468.664,00 
 

    Jumlah Belanja Rp 1.456.647.393.277,09  
    Surplus/(defisit) Rp (18.005.596.839,90) 

3 Pembiayaan     
 

 a. Penerimaan Rp 48.916.506.705,54   
 

 b. Pengeluaran Rp 0,00   
 

Jumlah pembiayaan netto Rp 48.916.506.705,54  
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp 30.910.909.865,64 

 
 

Pasal  2 
 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati  ini. 

 
Pasal  3 

 
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
dirinci lebih lanjut  dalam penjabaran laporan realisasi anggaran. 
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Pasal  4 
 

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
tercantum dalam lampiran I.1  Peraturan Bupati Jayapura ini. 

 

Pasal  5 
 

Peraturan Bupati Jayapura ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jayapura.  

 

        Ditetapkan di SentaniSentani 

            pada tanggal, 30 Agustus 2024 

Pj BUPATI JAYAPURA, 

ttd. 

SEMUEL SIRIWA 
 

Diundangkan di Sentani 
pada tanggal 30 Agustus 2024       

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA, 

ttd. 

HANA SALOMINA HIKOYABI 

BERITA DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2024 NOMOR  80 

salinan sesuai dengan aslinya, 
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA 

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN, 
PERUNDANG-UNDANGAN 

 
 
 

 
THIMOTIUS TAIME, SH 

PENATA 
NIP. 198406122010041003 


